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a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7, 
perlu clisusun Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017. 

1. Pasal 18 ayat (6) Unclang - Unclang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Unclang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I 
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1986 Nomor 21, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3328); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar 
Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Perubahan Peraturan 
Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 
2011 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota 
Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2017 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah Kota 
Pematangsiantar; 

31. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 

32. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

33. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 7; 

34. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 
201 7 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan 
Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar; 

35. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 
201 7 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota 
Pematangsiantar; 

36. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 
201 7 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota 
Pematangsian tar; 

37. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 
201 7 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota 
Pematangsiantar; 

38. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 
201 7 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
di Kota Pematangsiantar; 
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1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 105.445.993.204,23 
b. Pendapatan Transfer Rp 764.547.445.762,00 
c. Lain-lain Pendapatan yang 

sah Rp 0,00 

Jumlah Pendapatan Rp 869.993.438.966,23 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 435.666. 756. 978,00 
2) Belanja Bunga Rp 3.147.968,69 
3) Belanja Hibah Rp 8.699.000.000,00 
4) Belanja Bantuan Sosial Rp 1.089.943.200,00 
5) Belanja Bantuan Rp 874.206.892,00 

Keuangan 
6) Belanja Tak Terduga RJ2 1.887.102.062,00 

Rp 448.220.157 .100,69 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp 58.078.024.933,00 
2) Belanja Barang dan 

Jasa Rp 165.337.430.054, 73 
3) Belanja Modal R:Q 262.835. 986. 784,00 

R2 486.251.441.771,73 
Jumlah Belanja R2 934.471.598.872,42 

Surplus / (Defisit) Rp (64.478.159.906, 19) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp 158.256.061.460,56 
b. Pengeluaran RE 8.773.447.946,58 

Jumlah Pembiayaan Netto R:Q 149.482.613.513,98 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berjalan RE 85.004.453.607 ,79 

Laporan realisasi anggaran Tahun anggaran 201 7 terdiri atas 

Pasal 1 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2017. 

MEMUTUSKAN : 

39. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 
2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2017. 

Menetapkan 
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BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR: (g 

BUDI UTARI 

Diundangkan di Pematangsiantar 
pada tanggal l0 r '\.,O[g 

SEKRETARIS DAE H KOTA PEMATANGSIANTAR, 

HEFRIANSYAH 

'-· 

Ditetapkan di Pematangsiantar 
pada tanggal .i-C r J..o f ~ 

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W ali Kota 1n1 dengan 
penempatannya di Berita Daerah Kota Pematangsiantar. 

Pasal 6 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali 
Kota ini. 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran 
laporan realisasi anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali 
Kota ini. 

Pasal 2 


